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PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR 

NOMOR  22 TAHUN 2006  

 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR HEWAN 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BANJAR, 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) disebutkan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-undang yang 

pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; 

 

b. bahwa untuk meningkatkan penerimaan daerah guna menunjang 

pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan pemerintah, dan pelayanan 

kepada masyarakat, maka setiap pelayanan pasar hewan dikenakan 

retribusi; 

 

c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b ditetapkan Peraturan 

Daerah Kota Banjar yang mengatur tentang Retribusi Pasar Hewan. 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000 (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota 

Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4246); 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4389); 

 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi  sebagai  Daerah Otonom 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 70, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4139); 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1997 tentang 

Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah 

Tingkat II; 

 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata 

Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 

 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan 

Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 

12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas 

Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 

3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2). 

 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR 

DAN  

WALIKOTA BANJAR 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN            

PASAR HEWAN 

 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

1. Pemerintah Daerah adalah Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan 

eksekutif daerah. 

 

2. Daerah Otonom yang diselanjutnya disebut daerah adalah daerah Kota Banjar. 

 

3. Walikota adalah Walikota Banjar. 

 

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar. 

 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar. 
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6. UPTD adalah Unit Pelaksanan Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar. 

 

7. Pasar Hewan adalah fasilitas pertemuan penjual dan pembeli hewan yang dikuasai/dimiliki 

oleh Pemerintah Kota Banjar. 

 

8. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

Pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau badan. 

 

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 

10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah Surat yang 

oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang 

terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota. 

 

11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar. 

 

12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola 

data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan 

kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah. 

 

13. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang 

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 

dibidang Retribusi Daerah yang teriadi serta menemukan tersangkanya 

 

 

BAB II 

NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI 

 

Pasal 2 

  

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar Hewan dipungut retribusi atas pelayanan 

penyediaan fasilitas jual beli hewan yang dikelola oleh Daerah. 

 

(2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan penyediaan 

fasilitas jual beli hewan. 

 

(3) Obyek Retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar hewan dan/atau penyediaan fasilitas jual 

beli Hewan. 

 

(4) Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. 
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BAB III 

BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 

Pasal 3 

 

Retribusi dikenakan atas pelayanan yang disediakan Pemerintah daerah dengan klasifiksasi 

sebagai berikut : 

1. Sapi/Kerbau/Kuda/Keledai  Rp. 2.500,-/ekor; 

2. Kambing/Domba/Biri-biri       Rp. 1.000,-/ekor; 

3. Unggas                          Rp. 1.000,-/keramba.  

 

 

BAB IV 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

 

Pasal 4 

 

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 

 

(2) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan secara tunai dengan menggunakan 

SRRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

 

 

(3) Retribusi dipungut oleh UPTD Pasar Hewan dan hasil penerimaan Retribusi disetorkan ke 

Kas Daerah 

 

(4) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pemungutan ditetapkan oleh Peraturan Walikota. 

 

 

BAB V 

KETENTUAN PIDANA 
                          

Pasal 5 

 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan 

Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 

3.000.000,- (tiga juta rupiah). 

 

(2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1), disetor ke Kas Daerah. 

 

(3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

 

 

BAB VI 

PENYIDIKAN 

 

Pasal 6 

 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pcmerintah Daerah diberi wewenang 

khusus sebagai Penyidik untuk melakukan pcnyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan 

Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana 

yang berlaku. 
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(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau 

laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan kcterangan mengenai orang pribadi atau badan 

tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana 

Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti  dari  orang pribadi  atau badan sehubungan dengan 

tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah; 

d. Memeriksa  buku-buku,  catatan-catatan  dan  dokumen-dokumen  lain berkenaan dengan 

tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan 

dokumen-dokumen lain,  serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana 

di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah; 

g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau 

dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan 

Retribusi Daerah; 

i. Memanggil  orang  untuk  didengar keterangannya  dan  diperiksa  sebagai tersangka atau 

saksi; 

j. Menghentikan penyidikan; 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tidak pidana di bidang 

Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab. 

 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan 

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi 

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

 

 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis 

pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota. 
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Pasal 8 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar. 

 

 

 

 

Ditetapkan di Banjar 

pada tanggal 05 Oktober 2006 

WALIKOTA BANJAR 

 

              ttd 

 

H. HERMAN SUTRISNO. 

 

 

 

Diundangkan di Banjar 

pada tanggal 06 Oktober 2006 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR 

 

          ttd 

 

H. OOH SUHERLI 

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR 

TAHUN 2006 NOMOR  22 SERI C 
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PENJELASAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR 

NOMOR  22 TAHUN 2006  

 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR HEWAN 

 

 

I. PENJELASAN UMUM 

Sesuai dengan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas : 

a.   Pendapatan Asli Daerah, yaitu : 

1. hasil pajak daerah; 

2. hasil retribusi daerah; 

3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan 

4. lain-lain PAD yang sah. 

b.   Dana Perimbangan 

d. Pinjaman Daerah, dan 

e. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. 

Sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang dapat memberi 

pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kota Banjar dalam hal pemungutan Retribusi Daerah. 

Berdasarkaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajaak Daerah dan 

Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah di Kota Banjar perlu mengacu pada Undang-undang dimaksud. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah 

yang merupakan peraturan pelaksana daari Undaang-undang Nomor 18 Tahun 1997. 

Retribusi Pelayanan Pasar Hewan ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi Daerah. 

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal l 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 ayat (1) 
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        Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan 

pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam 

pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kota Banjar tidak boleh bekerja sama 

dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi. 

Pemerintah Kota dapat mengajak bekerjasama Badan-badan tertentu yang karena 

profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas 

pemungutan jenis retribusi secara efisien. 

Kegiatan pemungutaan Retribusi yaang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak 

ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yaang terutang, pengawasan 

penyetoran Retribusi dan penagihan retribusi.   

 Pasal 4 ayat (2) 

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, 

kupon, kartu  langganan. 

Pasal 5 

Cukup jelas 

Pasal 6 

Cukup jelas 

Pasal 7 

Cukup jelas 

Pasal 8 

Cukup jelas 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2006 NOMOR 11 

 

 


